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HIRARKI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
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EPR : extended producer responsibility ; TPS: tempat penampungan sementara;
TPA: tempat pemrosesan akhir; TPST: tempat pengolahan sampah terpadu



KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI

v’ Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan
energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna
terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional

v’ Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang
dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan

bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan
gerakan dan perbedaan suhuidapisz
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KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI

Kebijakan Energi Nasional terdiri dari:
1. Kebijakan utama meliputi:

v Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;

v’ Prioritas pengembangan energi;
v" Pemanfaatan sumber daya energi nasional;
v Cadangan energi nasional.

2. Kebijakan pendukung meliputi:
v Konservasi dan diversifikasi energi;
v" Lingkungan dan keselamatan;
v’ Harga, subsidi dan insentif energ i;
v' Infrastruktur, akses. ‘masyar:
v Penelitian dan per

......

iz.dan

ri energi;
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KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI

Kebijakan energi nasional meliputi:

a. ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;
b. prioritas pengembangan energi;

c. pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan
d. cadangan penyangga energi nasional.

Hak dan Peran Masyarakat
1. Setiap orang berhak memperoleh energi.
2. Masyarakat, baik secara perseorangan maupun
kelompok, dapat berperan dalam:
v Penyusunan rencana umum energi hasional dan
rencana umum energi daerah. Supported by:
v Pengembangan energi untuk kepentingan
umum.




KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI

Pasal 20 ayat (5) menyebutkan:

Penyediaan energi dari sumber energi baru dan
sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh
badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan
dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif |
dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
dengan kewenangannya untuk jangk aktu
tertentu hlngga tercapal n‘,
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STRATEGI

Penanganan Sampah:

v

v

Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pengelolaan
sampah.

Pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan
sampah.

Pengembangan dan optimalisasi industri daur ulang dan
industri kompos.

Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan.

Pengembangan ilmu dan teknologi pengolahan sa
tepat guna yang berwawasan Ilngkungan (envi
sound technology/EST). -

Pengembangan TPA. Reglo al.
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STRATEGI
Pemanfaatan Sampah :
v’ Optimalisasi pemanfaatan kompos.
v Optimalisasi pemanfaatan produk daur ulang.

v' Pengembangan pemanfaatan sampah untuk
energi alternative (waste to energy).

v' Pengembangan kemitraan dengan sekt
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STRATEGI

Peningkatan Kapasitas :

v' Pengembangan data dan informasi
nengelolaan sampah.

Pengembangan regulasi dan NSPK.

Pengembangan dan optimalisasi
Kelembagaan.

Peningkatan kualitas sumber daya
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POTENSI ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN
DI INDONESIA

No Energi terbarukan Sumber daya (sd) Kapasitas Rasio kt/sd(%)
terpasang (kt)
1 2 3 4 5=4/3
1 Tenaga Air 75.000 MW 6.057 MW 8,01%
2 Minihidro 419 MW 0,56%
3 Mikro Hydro 181 MW 0,25%
4 Tenaga Surya 112.000 GW*****) 22,45 MW -
5 Tenaga Angin 3—-6m/s 1,87 MW -
6 Samudera 49 GW***) 0,01 0%
VIV %% %)
7 Uranium 3.000 MW 7 30 MW **) 0%
8 Sampah ? ?

') Hanya di Kalan —Kalimantan Barat

*) Sebagai pusat penelitian, non-energi
**) Sumber Dewan Energi Nasional
*%%*) Prototype BPPT

k% **) Sumber www.litbang.esdm.go.id



http://www.litbang.esdm.go.id/

TARGET BAURAN ENERGI TAHUN 2025

Minyak Bumi,
20%

Gas, / Bahan Bakar Nabati, 5%
30% /

Panas Bumi, 5%

Biomasa, Nuklir, Tenaga
air, Energi Matahari,
Tenaga angin, 5%

Batubara cair, 2%
Batubara,
33%
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PENERAPAN ENERGI BERSIH DI PABRIK SEMEN
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Energi Bersih Terbarukan dari Bahan Kulit Jambu Mete FRAARTRA




PENUTUP

v'  Pengembangan energi alternatif terbarukan
terutama dari hasil pengolahan sampah perkotaan
memerlukan program yang tepat dan pendanaan
yang jelas.

v' Energi alternatif terbarukan masih bersifat
komplementer, ke depan harus lebih diarahkan
dapat menjadi pengganti energi yang bersumber
dari fosil. ;

v' Perlu dikembangkan teknologi Bio- -Drying an
mudah dan murah untuk dlapllka3|k
Kabupaten/Kota L
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PENUTUP

v' Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) agar
sesegera mungkin direalisasikan dengan penjadwalan/
skenario yang jelas agar sektor industri dapat
menyesuaikan dalam teknologinya.

v' Adanya Kebijakan Nasional yang menetapkan bahwa
pada seluruh wilayah berkatagori “Lumbung Energi”
agar segera dibangun pusat-pusat pembangkit listrik
dan infrastruktur lainnya, sehingga Pengembangan
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri melalui =
pembangunan kawasan mdustrl da nat sege -
dilaksanakan. il

v’ Langkah-langkah Gra
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PENUTUP

v' Pemanfaatan Energi bersih dan terbarukan baru
mencapai 5% dari bauran energi nasional untuk
mendorong percepatan pencapaian tingkat
pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam
bauran energi nasional perlu mendorong pemanfaatan
energi alternatif dari hasil pengolahan sampah
perkotaan untuk pembangkitan tenaga listrik;

Supported by:

KEMENTERIAN | INGKLINGAN HINIIR

REPUBLIK INDONESIA



JANGAN HABISKAN ENERGI UNTUK
MENGURUS SAMPAH

TAPI HASILKAN ENERGI DARI SAMPAH
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